YANG MAHA ESA

gkat pertama, dalam
perkara cerai gugat

ember 1971, agama
pekerjaan  XXXXXXXX,

XXX XXXXXX XXXXXXXX,

ebruari 1962, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, bertempat

XX XXXXX  XXXX  XXXXX, Sebagai

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 23 Januari 2024, dengan
register perkara nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1992, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, Sebagaimana sesuai
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10/04/X1/2008, tertanggal 02

ergugat tinggal di kebun
ccamatan Randangan,
pindah dan tinggal di
dangan, Kabupaten
orang anak yang

bersekolah, dengan alasan harus membantu Tergugat di kebun, namun
Penggugat tidak mengijinkan anak pertama Penggugat dan Penggugat
bekerja karena harus tetap melanjutkan pendidikannya, bahkan
Tergugat juga melarang anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat
untuk melanjutkan pendidikan dengan alasan tidak memiliki biaya, dan
Penggugat tetap tidak menyetujui larangan Tergugat;

- Tergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh,
salah satunya di bagian punggung hingga memar, bahkan Tergugat
sampai pernah mencekik leher Penggugat karena marah ketika
Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya sekolah anak-
anak Penggugat dan Tergugat;
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ilik bersama di Desa
Ao sampai sekarang,
tidak ada hubungan

alam bentuk apapun

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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dipanggil secara resmi dan

APA.Msa tanggal 30 Januari

gkan surat gugatan

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Bintalo, Desa Imbodu,
Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut
agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di

rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa
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arena sering terjadi

enerus;

/ pisah, Penggugat dan Tergugat sudah
oF unikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah  mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup
lagi untuk mendamaikan;

a. Saksi Il, lahir di Imbodu, tanggal 05 Maret 1969, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bintalo, Desa Imbodu,
Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah
menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



publik Indonesia

Penggugat;
\ at adalah suami istri dan

gliakhir hidup bersama di
alldan Tergugat di Desa
Pohuwato;

eflggugat dan Tergugat

Dt je sekarang ini rumah
tidaH ena sering terjadi

gkaran antara Penggugat
0 mencemburui Penggugat
dengan laki-laki lain hingga

ap Penggugat dengan memukul

- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik
Penggugat dan Tergugat yang tadinya didiami bersama,
sedangkan Tergugat telah keluar dari rumah tersebut dan tinggal
di gubuk milik Tergugat di ladang;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah  mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup

lagi untuk mendamaikan;
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maka ditunjuk semua
an bagian yang tidak

Penggugat adalah

enghadap sendiri di

p€rnah datang menghadap
@untuk menghadap sebagai

an Surat Panggilan (relaas)

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
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lan perubahan kedua dengan

pat dilaksanakan mediasi
, karena Tergugat tidak

t dalam perkara ini
Penggugat dengan
5 menerus, dan tidak

sebagaimana yang
dang Nomor 1 Tahun
An Pemerintah Nomor 9

lam;

83 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
buktikan dalil-dalil gugatannya;

bag / puktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
AP 2ag®3a orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,
dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Mei 1992, dicatatkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx Kabupaten
Pahuwato Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
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ah menghadirkan dua orang
npah dan telah memberikan
aksi sebagaimana yang
emperhatikan ketentuan
sebut dapat diterima

gatan  Penggugat

menemukan fakta

ayaknya suami istri sejak kurang lebih 1 tahun lalu
sampai dengan sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di
antara keduanya;

¢ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak

berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum
angka 2 (dua), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian
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Penggugat dengan
at dipandang telah

omor: 38 K/AG/1990
Agung RI. Tahun 1996
an bahwa perceraian
harus mempersoalkan
an dalam rumah tangga,
Juo apakah masih dapat
a ini Majelis Hakim akan
dan pertengkaran, yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat;

Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik
lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat,
perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-
fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan,
dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan
hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi
saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya
kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama

sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan sekarang (kurang lebih 1
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ayaknya suami istri, dan tidak
ondisi ini merupakan salah
karena salah satu pihak
dan menghindar dari
bukti pecahnya rumah
dlisihan tersebut masih
dirukunkan kembali,
pllgat) sanggup untuk

ung RI Nomor 379
gan keluarnya salah
tinggal bersama dan

bahwa telah terjadi

dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari
Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi
hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat
telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah dapat dikatakan pecah (broken marriage) sudah sangat sulit untuk
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tekadnya untuk tidak
yang seperti itu sudah
i mewujudkan rumah
dimaksud dalam Al-

ngkin untuk dapat
sebagaimana yang
usaha yang sia-sia
a belah pihak, maka
ipun atas permintaan
gh yang terdapat dalam
il alih menjadi pendapat

ol azg;ll ol
Hlsol lgs Tosl Lol
Loglliol

Artinya : menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia
mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari
suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi

keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan
demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
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shughra Tergugat terhadap

termasuk bidang
il (1) Undang-Undang
an Undang-Undang
) flahun 2009 tentang

efiggugat;

imdang-undangan yang

ala ini;

~
45 1y 1]

" Menyatakan Tergugat ;:m-g telah dipanggil secara resmi dan patut
= untuk menghadap sidang, tidak hadir;'/
L\ S

Y \Menabulkangugatan Penggugat secara verstek;
X N\ >

Cr \ 5 gfl'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
ENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Sya’ban Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Musaddat Humaidy, S.H.l., M.H. dan Ahmad Rifki
Fuadi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Wisno Tamsil
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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